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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur PAD di Pemerintah Kabupaten Merauke dan
menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Merauke dalam melaksanakan
intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PAD di Kabupaten
Merauke belum memadai. Hal ini terlihat dari pajak parkir yang belum pernah dipungut, belum semua
restoran atau rumah makan yang dikenai pajak restoran sesuai ketentuan, penggunaan mesin Cash Register
belum maksimal dan penyesuaian tarifk retribusi belum dilakukan serta perlu adanya upaya-upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut diharapkan dapat
digunakan Pemerintah Kabupaten Merauke untuk meningkatkan PAD.
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